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JAKARTA KOMPAS - Ren-
dahnya capaian Dewan Perwakil-

an Rakyat di bidang legislasi  yang

membuat  masyarakat  perlu
mengibah strategi pengawalan
terhadap pembahasa rencangan
undang-undang, Masyarakat per-
[t lebih aktif memberi data be-
rupa qraf dan naskah akademik

kep’ada anggota DPR.

Demikian  pemikiran ~ yang.

muncul dalam diskusi “Mendo-
rong: Agenda Program Legislasi

Nasional (Prolegnas) Pro Perem-
puan’, Rabu (20/8), di Jakarta.

“DPR petlu lebih selektif me-
mamkkan sebuzh rancangan un-
dangundang (RUU) ke Proleg-

nas, Selama ini, DPR cenderung
banyak mendaftarkan RUU, na-
mun hanya sedikit yang dibahas
ampai akhirnya disahkan,” kata

penehtl dari Pusat Studi Hukum

dan Kebl]akan Indones1a, Fajri

Nursyams

Menurut:Fam, ada 247 RUU
mastk Prolegnas periode
9009-2014, yang kemudian di-

- tambah lagidengan 4 RUU. Na-

mun, hingga Juli 2014, baru 92
RUU yang disehkan menjedi UC,

Tni berarti setiap tahun hanya 20

U yang disahkan.

Ta menambahkan, ada bebera-
pa sebab fumlah RUU yang dis
sahkan menjadi UU selalu di ba-
wah tanget, Pertama, karena

pengafuan RUU sering kall tidek
disertai dengan draf dan naskeh

akademik Kedua, munculnyase-
saat ini di’DPR hanya ada 40

jumlah hambatan saat pemba-
hasan RUU, batk yang bersifat
substansi maupun kendala tek-

nis, Ketiga, minimnya pemanta-

an dan pengawalan masyarakat
Guna mengatasi hal it, ma-

syarakat mesti mengubah strate-

gl saat mendorong agar sebuiah

RUU dapat masuk Prolegnas.”J1
a sehelurnnya mendorong ewat
aks, ke depan mesti diubah de-
ngan menber data kepada ang-
gota DPR,” kata Fajri.

Selain bermaksud mengingat-

- Yan, pemberian data-itu, juga

akan membuat anggota’ DPR
mendapat masukan hingga usul-
ani dan pendapat mereka menjadi
lebihtajam dalam sidang.
“Masyarakat perlu ingat, ang-
gota DPR dipilih hukan sehagal
pembuat draf, melainkan untuk

- menyuarakan kepentingan Tak-

vat,” uamya Dia menyatakan,

pembuat draf RUU

Pro perempuan

Direktur LBH APTK, Jakarta,
Ratna Batdra Munti berharap,
sebelum masa kerjanya berakhi,
DPR 2009-2014 dapat menge-
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sahkan RUU Keadilan dan K-
setaraan Gender (KKG) serta
RUU  Perlindungan  Pekerja
Rumah Tongga PPRT).
RUU PPRT sudah masuk ke
Badan Legishasi DPR sejek 10
tahun lalu, Perdebatan utama di
RUU yang terakhir dibahas pada
Juni 2018 ini terkait dengan stan-
dar pengupahan. "Meski sudah

masuk ke Badan Legislasi DPR,

kami tidak pemah fahu mana.

yang jadi prioritas DPR unfuk

dibahas” kataRatma. =~
Sementara itu, RUU Penyan-

. dang Disablitas masth diusaha-

kan masuk Prolegnas. "Mesti ada
perubahan cara pandang dari
perspektlf Karitatif ke md1v1du

" RUU itu juga harus rinci” ucap

Ketua Himpunan Wenita Disa-
bilitas Indonesia Maulani Rotin-
sulu terkait RUU Penyandang

Disebltas. (12
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